ABSTRAK

Skripsi dengan judul” Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terhadap
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Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah” yang ditulis oleh Dandy Yohan Saputra,
NIM 126103212184 Program Studi Hukum Tata Negara Universitas
Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2025, di bimbing oleh
Dr. Abd Khair Wattimena, M.H.

Kata Kunci: Undang-Undang Pemasyarakatan, Peran Serta Siyasah Dusturiyah,
Hukum Islam, Fungsi Pemasyarakatan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya sistem pemasyarakatan di Indonesia
merupakan bagian penting dari sistem Masyarakat, peradilan pidana yang bertujuan
bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk membina,
merehabilitasi, dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang
bertanggung jawab. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran yang sangat
penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan, baik dalam proses
pembinaan narapidana maupun dalam proses reintegrasi sosial.

Fokus penelitian yang peneliti lakukan adalah 1) Bagaimana Analisis
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap peran masyarakat dalam
penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan di Indonesia? 2) Bagaimana Analisis
siyasah dusturiyah terhadap peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi
pemasyarakatan di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui
Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terhadap peran masyarakat dalam
penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan di Indonesia. 2) Mengetahui Analisis
Siyasah Dusturiyah terhadap peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi
pemasyarakatan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui analisis terhadap peraturan
perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta konsep-konsep dasar dalam
siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah cabang ilmu politik islam(figih
siyasah) yang mengkaji perundang-undangan negara dalam konteks prinsip-prinsip
islam termasuk hak-hak warga negara..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembinaan narapidana, pengawasan, hingga reintegrasi sosial. Hal ini
sejalan dengan prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah, di mana partisipasi publik
dalam penyelenggaraan negara merupakan bagian dari prinsip musyawarah,
keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat
tidak hanya memperkuat efektivitas sistem pemasyarakatan, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan negara yang humanis dan
berkeadilan. 2) pemasyarakatan berfungsi sebagai alat untuk menanamkan
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai konstitusional dan
syariah. Dalam konteks siyasah dusturiyah, pemahaman ini sangat penting agar
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masyarakat mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan
sebagai bagian dari umat Islam.
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ABSTRACT

Thesis entitled "Analysis of Law Number 22 of 2022 on Community Participation
in the Implementation of Correctional Functions Reviewed from the
Siyasah Dusturiyah” written by Dandy Yohan Saputra, NIM
126103212184 Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali
Rahmatullah State Islamic University, Tulungagung 2025, supervised by
Dr. Abd Khair Wattimena, M.H.
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The correctional system in Indonesia is a vital part of the criminal justice
system, which aims not only to punish criminals but also to educate, rehabilitate,
and reintegrate them into society as responsible individuals. In this context, the
community plays a crucial role in the administration of correctional services, both
in the process of rehabilitating prisoners and in their social reintegration.

This research has the following objectives: (1) To determine the analysis of
Law Number 22 of 2022 regarding the role of society in the implementation of
correctional functions in Indonesia; (2) To determine the analysis of industrial
policy regarding the role of society in the implementation of correctional functions
in Indonesia?

The research employs a qualitative method with a normative-juridical
approach, through the analysis of legislation, Islamic legal literature, and
fundamental concepts in siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah is a branch of
Islamic political science (figh siyasah) which examines state legislation in the
context of Islamic principles including the rights of citizens.

The results of this study indicate that: 1) Law Number 22 of 2022 provides
sufficient space for the public to participate in the process of prisoner development,
supervision, and social reintegration. This aligns with the principles of the civil
service system (siyasah dusturiyah), where public participation in state governance
is part of the principles of deliberation, justice, and collective responsibility. In this
context, public involvement not only strengthens the effectiveness of the
correctional system but also reflects Islamic values in humanistic and just state
management. 2) Corrections serve as a tool to instill public understanding and
awareness of constitutional and sharia values. In the context of civil service system
(siyasah dusturiyah), this understanding is crucial for the public to understand their
rights and obligations as citizens and as members of the Muslim community.
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